BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG
'ENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

nmbang

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21
Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2018 scbagai landasan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa dengan adanya Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 1

November 2018 Nomor 900/0019188 Hal : Penyampaian alokasi
Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD Prov. Jateng TA.
2018 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, naka
sesuai ketentuan Romawi V angka 22 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2018
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan .dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)1
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tcntang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiag Nomor 4400y,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repiiblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

t
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rei)r:;ta)l&%
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala LCaerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indornesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor S5717);
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77 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77);

09. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78);

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peruturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 244),;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelengggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1601);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun
atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 677);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068)
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah a.ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1952);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan ~ Kemampuan Keuangan Daerah. serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang
Perubahan Rincian Dana  Desa Menurut  Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 /PMK.05/2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Harl Raya
Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawal Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 679);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 11 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Rekreas! dan Olahraga (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 190);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010
tentang  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);

et f
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 135);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 136);

54 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 140);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 143);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 144) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 212);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 145) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 213);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahur 2011
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lemoaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 148);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaen Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 214);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 151) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2195);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomorl53) s,ebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 191);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 158);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 160);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahur 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 162);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 163);

v



76.

i

78.

79.

80.

81

82.

83.

84.

211 -

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 164);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 165);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomiinikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Ncmor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 216);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 192);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2018
tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 217);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 8);

e
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85. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2018 tentan
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angéarag

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018
Nomor 17);

86. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomeor lg
Tghup 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2017 Nomor 26);

87. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);

1. Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 November 2018
Nomor 900/0019188 Hal : Penyampaian alokasi Belanja
Bantuan Keuangan Perubahan APBD Prov. Jateng TA. 2018
kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;

2. DPPA PPKD Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 2018
Nomor 05809 /DPPA/2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun
2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 310.288.695.00),00
b. Dana Perimbangan Rp1.330.333.676.000,00

c. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah Rp 375.691.726.000,00
Jumlah Pendapatan Rp2.016.314.097.000,00

%//g,/
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2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawali Rp  820.880.147.000,00
2) Belanja Bunga Rp B

3) Belanja Subsidi Rp e ,

4) Belanja Hibah Rp 62.330.097.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 7.549.780.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 12.919.412.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 241.573.183.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 1.500.000.000,00

Rp 1.146.752.619.000,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawal Rp 48.696.675.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 514.778.056.000,00
3) Belanja Modal Rp 437.020.685.000,00
Rp 1.000.495.416.000,00
Jumlah Belanja Rp 2.147.248.035.000,00
Surplus/(Defisit) Rp (130.933.938.000,00)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp 138.933.938.000,00
b. Pengeluaran Rp 8.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 130.933.938.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

tahun berkenaan Rp.

2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

a. LampiranI:

1) Pendapatan Daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah

yang sah, jenis pendapatan :
Nomor 4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya semula Rpl14.486.260.000,00
bertambah sebesar Rp5.208.000.000,00 menjadi sebesar
Rp19.694.260.000,00;

2) Belanja Daerah, kelompok belanja langsung, jenis belanja :
Nomor urut 5.2.38 Belanja Modal semula
Rp431.812.685.000,00 bertambah sebesar
Rp5.208.000.000,00 menjadi Rp437.020.685.000,00;

9@7{ o
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b. Lampiran II :

1)

Kode rekening 4.01.4.04.01.00.0
.01.4.04.01.00.00.4.3.5 5

Rplé_l.4_86.260.000,00 bertambah sebesar Rp5.208.000 Z%rglgg

menjadi sebesar Rp19.694.260.000,00; = i

2) Kode rekening 1.01.10%.01.1
Rp18.042.673.000,00 bertambah sebesara?Q3 0,00 Serr}ula}
sebesar Rp18.042.673.000,00; p0,00 menjadi

3) Kode rekening 2.04.1.03.01.16.07
Rp1.150.000.000,00 bertambah sebesar RpO,00 rrslzgl'zzja;
sebesar Rp1.150.000.000,00; ’ !

4) Kode rekening 1.03.1.03.01.18.03
Rp17.549.973.000,00 bertambah sebesar .RpS.208.OOO‘?)COITIOLEJI?)l
menjadi sebesar Rp22.757.973.000,00; ’

5) Kode rekening 1.04.1.01.01.01.06 semula Rp200.000.000,00
bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar
Rp200.000.000,00;

6) Kode rekening 2.09.2.09.01.05.01 semula Rp20.000.000,00
bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp20.000.000,00;

7) Kode rekening 4.01.4.01.03.10.05.03 semula
Rp100.000.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi sebesar
Rp100.000.000,00;

8) Kode rekening 4.01.4.01.03.10.20.09 semula
Rp1.514.050.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi sebesar
Rp1.514.050.000,00

9) Kode rekening 4.01.4.01.09.01.01.02 semula
Rp33.910.000,00 bertambah  Rp0,00 menjadi  sebesar
Rp33.910.000,00;

10) Kode rekening 4.01.4.01.12.01.01.02 semula
Rp38.000.000,00 bertambah  Rp0,00 menjadi  sebesar
Rp38.000.000,00;

11) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1 semula
Rp16.043.316.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi sebesar
Rp16.043.316.000,00;

12) Kode rekening 4.04.4.04.01.17.09 semula

bertambah Rp0,00 menjadi sebesar

13) Kode rekening

14) Kode rekening

Perubahan Lampiran [ dan Lampiran II

angka 2 huruf a
Lampiran I dan Lampir

RpQ.OOQ,OO0.000,00

Rp2.002,000.000,00
02 semula Rp61l .200.000,00

4.05.4.05.01.01.
bertambah Rp0,00 menjadi sebesar Rp61.200.000,00;
4.05.4.05.01.30.02 semula

Rp1.140.000.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi sebesar

Rp1.140.000.000,00;

sebagaimana dimaksud pada

dan huruf b sebagaimana tercantum dalam

an Il Peraturan Bupati ini.
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3. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV diubah sebagai berikut :

1) Kode rekening 5.1.5.03.08 semula Rp4.035.000.000,00
bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp4.035.000.000,00;

Perubahan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada angka 3
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan
rita Daerah

Agar setiap orang mengetahuinya,
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Be

Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI KUDUS,

ndangkan di Kudus,
la tanggal 7 November 2018

{RETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

g b
N
SAM’ANI INTAKORIS

RITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 27

Digitally signed by
Bagian Hukum
y Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.11.01
09:04:20 +07'00'
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